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ABSTRAK   : - Dengan masih adanya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap 

perempuan di Kabupaten Kebumen serta minimnya akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pembangunan, maka diperlukan 

pengaturan yang komprehensif untuk menjamin hak-hak perempuan dan 

menciptakan sistem pelindungan serta pemberdayaan yang adil dan inklusif. 

Peraturan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk 

mewujudkan keadilan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan secara 

berkelanjutan. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 

Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 

No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023. 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dengan menetapkan batasan istilah, asas, dan tujuan 

pengaturan. Diatur kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah 

Daerah dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan perempuan. 

Subjek pelindungan dan pemberdayaan adalah setiap perempuan termasuk 

kelompok rentan, sedangkan objeknya adalah upaya-upaya pelindungan hak dan 

peningkatan peran perempuan. Ruang lingkup meliputi hak perempuan, 

pencegahan kekerasan, pelayanan korban, pemenuhan kebutuhan khusus, dan 

peningkatan kualitas keluarga. Diatur tentang pemberdayaan di bidang 

kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, politik dan 

pemerintahan, sosial, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Terdapat ketentuan 

kelembagaan berupa pembentukan UPTD PPA, forum dan kelompok pelindungan 

perempuan. Juga diatur koordinasi dan kerjasama, peran serta masyarakat, 

pemantauan, evaluasi, pelaporan, penghargaan, dan pendanaan. Setiap 

pelanggaran dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-

undangan. 

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Mei 2025. 



- Semua program atau kebijakan pelindungan dan pemberdayaan perempuan yang 

masih berjalan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku hingga 

masa berlakunya berakhir. 

- Semua permohonan yang telah diajukan sebelum Perda ini berlaku diproses sesuai 

ketentuan sebelumnya. 

- Penjelasan: 8 hlm.   

 

 

 


